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PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 6 TAHUN 2012 

TENTANG 
PENDANAAN SISTEM PELATIHAN KERJA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang   :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat 
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 
tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, perlu 
mengatur pendanaan sistem pelatihan kerja; 

b. bahwa pendanaan sistem pelatihan kerja 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana 
diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Menteri tentang Pendanaan 
Sistem Pelatihan Kerja;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang 
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4637); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4816);   

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI TENTANG PENDANAAN SISTEM 
PELATIHAN KERJA. 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:  
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1. Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yang selanjutnya disebut 
Sislatkernas, adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen 
pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional. 

2. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, 
memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, 
produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan 
dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan 
atau pekerjaan. 

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya 
disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup 
aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja 
yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat 
KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang 
dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara 
bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja, 
dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan 
struktur pekerjaan di berbagai sektor. 

5. Lembaga Pelatihan Kerja, yang selanjutnya disingkat LPK, adalah 
instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang memenuhi 
persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.   

6. Perusahaan adalah:   
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik 

orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, 
baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan 
pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; 

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai 
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah 
atau imbalan dalam bentuk lain. 

7. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang 
berkepentingan dengan Sislatkernas. 

8. Pendanaan sistem pelatihan kerja adalah penyediaan dan penggunaan 
sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan 
Sislatkernas. 

9. Pembinaan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan upaya 
peningkatan kapasitas kelembagaan dan/atau perorangan dalam 
melaksanakan Sislatkernas. 

10. Instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha, yang 
selanjutnya disebut Instansi Teknis, adalah kementerian/lembaga 
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pemerintah nonkementerian yang memiliki otoritas teknis dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan 
usaha tertentu. 

11. Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan provinsi. 

12. Dinas teknis provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di 
sektor tertentu di provinsi. 

13. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. 

14. Dinas teknis kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab 
di sektor tertentu di kabupaten/kota. 

15. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
Pasal 2 

Pendanaan sistem pelatihan kerja dilaksanakan berdasarkan prinsip 
efektif, efisien, akuntabel, transparan, adil, kecukupan, dan berkelanjutan. 

Pasal 3 
(1) Pendanaan sistem pelatihan kerja ditujukan ke arah tersedianya dana 

secara adil, kecukupan, dan berkesinambungan untuk pelaksanaan 
Sislatkernas. 

(2) Pendanaan sistem pelatihan kerja dipergunakan untuk kegiatan 
pembinaan dan penyelenggaraan Sislatkernas. 

BAB II 
SUMBER DANA SISTEM PELATIHAN KERJA 

Pasal 4 
(1) Pendanaan sistem pelatihan kerja bersumber dari: 

a. APBN; 
b. APBD; dan/atau  
c. penerimaan lain yang sah. 

(2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c dapat berasal dari perusahaan dan masyarakat atau pihak lain 
dalam bentuk iuran, bantuan, sponsorship atau bentuk lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

BAB III 
PENGGUNAAN DANA SISTEM PELATIHAN KERJA 

Bagian Kesatu 
Pengunaan Dana Pembinaan Sistem Pelatihan Kerja 

Pasal 5 

(1) Pendanaan sistem pelatihan kerja dipergunakan untuk kegiatan:  
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